
 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI BANYUMAS 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  

NOMOR 90 TAHUN  2020    

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 

2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA SATUAN 

POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANYUMAS, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah serta Pasal 4 Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk 

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 

2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Banyumas;   

 

SALINAN 



b. bahwa berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi 

Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Banyumas, Peraturan Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

diubah;   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Banyumas; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402);  



5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 451); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang 

Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1539);  

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 21);  

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2016 Nomor 58); 

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja 

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 

Nomor 58). 



 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 

2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2018 Nomor 11), diubah sebagai berikut:  

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

4. Dinas adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas 

yang selanjutnya disebut Satpol PP Kabupaten Banyumas. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP. 

7. Sekretaris adalah Sekretaris Satpol PP. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah 

unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

9. Unit Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis pada 

Satpol PP yang menangani penanggulangan bencana kebakaran. 



10. Kepala Unit Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut 

Kepala Unit adalah Kepala Unit Pemadam Kebakaran. 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan 

fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

keahliannya. 

13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan 

kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan 

dengan pelayanan masyarakat.  

14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan 

kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan 

tugas organisasi induknya. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) 

huruf a mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, 

evaluasi serta monitoring pencegahan, pemadaman dan 

penanggulangan kebakaran. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. merencanakan kegiatan Unit Pemadam Kebakaran 

berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Satuan 

Polisi Pamong Praja sebagai pedoman dalam melaksanakan 

tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas pada Unit Pemadam 

Kebakaran; 

c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan norma, standar 

operasional dan prosedur pelaksanaan pencegahan, 

pemadaman dan penanggulangan kebakaran pada Unit 

Pemadam Kebakaran berdasarkan ketentuan yang berlaku 

guna kelancaran tugas;  



d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada 

lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar 

kegiatan dapat berjalan dengan lancar; 

e. mengendalikan mengkoordinasikan pelaksanaan distribusi 

barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan 

yang telah disusun sehingga tepat guna; 

f. membimbing dan mengarahkan pengelolaan administrasi 

sebagai berikut: 

1) ketatausahaan; 

2) kepegawaian; 

3) keuangan; 

4) rumah tangga dan perlengkapan; 

5) pengelolaan kegiatan kehumasan;  

6) kearsipan dan perpustakaan; 

7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;  

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran 

tugas; 

g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 

1) pencegahan kebakaran meliputi pengendalikan 

keselamatan bangunan gedung, pengawasan dan 

pengendalian bahan berbahaya dan beracun mudah 

terbakar, penyelidikan sebab kebakaran, pengujian 

bahan dan peralatan proteksi kebakaran; 

2) pemadaman kebakaran meliputi kegiatan pemadaman 

kebakaran dan bantuan penanggulangan kebakaran 

wilayah lain; 

3) penanggulangan kebakaran meliputi penyelamatan  

transportasi dan bangunan runtuh, penyelamatan air 

(banjir) dan ketinggian, penyelamatan terhadap bahan 

berbahaya dan beracun dan pertolongan gawat darurat;  

4) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non 

kebakaran;  

5) melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran 

melalui pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran 

dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran; 



6) melaksanakan investigasi kejadian kebakaran melalui 

investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan 

pengujian penyebab kejadian kebakaran; 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang cepat 

dan handal; 

h. mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan sebagai 

berikut: 

1) pencegahan kebakaran meliputi pengendalikan 

keselamatan bangunan gedung, pengawasan dan 

pengendalian bahan berbahaya dan beracun mudah 

terbakar, penyelidikan sebab kebakaran, pengujian 

bahan dan peralatan proteksi kebakaran; 

2) pemadaman kebakaran meliputi kegiatan pemadaman 

kebakaran dan bantuan penanggulangan kebakaran 

wilayah lain; 

3) penanggulangan kebakaran meliputi penyelamatan 

transportasi dan bangunan runtuh, penyelamatan air 

(banjir) dan ketinggian, penyelamatan terhadap bahan 

berbahaya dan beracun dan pertolongan gawat darurat; 

4) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non 

kebakaran; 

5) melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran 

melalui pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran 

dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran; 

6) melaksanakan investigasi kejadian kebakaran melalui 

investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan 

pengujian penyebab kejadian kebakaran; 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga 

terwujud tertib administrasi; 

i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD 

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam 

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang; 



k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas. 

 

       Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 28 Desember 2020 

           BUPATI BANYUMAS, 

                         ttd 

             ACHMAD HUSEIN 

 

Diundangkan di Purwokerto 

Pada tanggal 28 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 

ttd 

WAHYU BUDI SAPTONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 90 

 


